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ABSTRACT

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kebijakan kewajiban uji KIR dan
mengetahui hambatan dalam penerapan uji KIR di UPT. PPKB Dinas Perhubunugan Kota
Banjarbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif kualitatif dan dikumpulkan dengan wawancara kepada 3 orang informan. Sampel
digunakan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni berusaha memberikan analisa gambaran terperinci
berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan. Hasilpenelitian menunjukkan
bahwa penerapan kebijakan uji KIR harus lebih berkualitas dalam menjalankan tugas dan mampu
bertanggung jawab agar hambatan dalam penerapan kebijakan dapat terselenggara dengan tepat

dan benar.
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PENDAHULUAN

Dinas Perhubungan (DISHUB) Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan
Daerah di bidang Perhubungan yang dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor
dipimpin oleh Kepala Dinas dan 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
berkedudukan di bawah dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Sekretaris Daerah. Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Di era globalisasi transportasi
mempunyai Tugas membantu Walikota merupakan  sarana  penunjang  dalam

Melaksanakan urusan pemerintah Daerah pembanghnan suatu negara, transportasi juga
dalam bidang Perhubungan yang menjadi harus memiliki standar keselamatan alam hal

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ini penyedia transportasi umum wajib
yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. melakukan tes uji KIR pada kendaraannya.
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sechingga pelayanan sesuai dengan
harapan masyarakat.
6) pemilik kendaraan disarankan untuk

selalu tepat waktu membawa
kendaraannya untuk melakukan
pengujian berkala
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